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TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN
Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian sistem, berikut ini akan ditemukan
beberapa pendapat  tentang defenisi dari sistem tersebut. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri
dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional, baik antara bagian yang satu dengan
bagian yang lain maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu
dapat menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya,
akibat yang ditimbulkan jika salah satu bagian yang tidak bekerja dengan baik maka akan
mempengaruhi bagian-bagian yang lainnya.1 Berkaitan dengan defenisi sistem, Pamudji
menegaskan bahwa:
“Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat
komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tertentu yang mempunyai fungsi
masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu
dalam rangka mencapai satu tujuan”2
Dari kedua rumusan diatas, penulis mengambil keputusan bahwa sistem adalah suatu
kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari beberapa komponen yang mempunyai hubungan
fungsional dan ketergantungan antara satu dengan yang lain menurut suatu norma tertentu dalam
rangka mencapai satu tujuan.
Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal
dari kata perintah. Menurut kamus bahasa, kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:
a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
1 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hal. 66
2 Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal.9.
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b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau
badan yang  tertinggi yang memerintah suatu negara;
c. Pemerintah adalah suatu perbuatan atau cara, urusan dalam memerintah.3
Pengertian pemerintah juga ada dua pengertian yang berbeda yaitu pemerintah dalam arti
luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah
yang dilakukan oleh organ-organ dan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka
mencapai tujuan Negara. Menurut ajaran tripraja, pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi
kekuasaan eksekutif saja dan pemerintahan dalam arti sempit meliputi segala kegiatan dari
pemerintah. Jadi pemerintah dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakuakan
oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai suatu tujuan Negara.4
Utrecht berpendapat bahwa istilah pemerintah itu meliputi (3) pengertian yang berbeda,
yaitu:
1. Pemerintah sebagi gabungan seluruh badan kenegaraan yang berkuasa memerintah,
dalam arti kata luas. Jadi termasuk seluruh badan kenegaraan yang bertugas
menyelenggarakan kesejahteraan umun, yakni badan yang bertugas membuat peraturan
perundang-undangan, badan yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan,
dan badan yang bertugas mengawasi bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut
dijalankan. Dengan demikian  badan-badan teersebut meliputi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif
2. Pemerintah sebagai gabungan badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah
diwilayah suatu Negara, misalnya raja, Presiden yang dipertuan agungkan.
3 Ibid., hal.3
4 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 57
3. Pemerintah dalam arti kepala Negara (Presiden) bersama-sama dengan mentrei-
menterinya, yamg berarti organ eksekutif, yang bisa disebut dengan dewan menteri atau
kabinet.5
Jadi apabila pengertian sistem dan pengertian pemerintah dikaitkan, maka kebulatan atau
keseluruhan yang utuh itu adalah pemerintah, sedangkan komponen-komponen itu adalah
legislatif,eksekutif, dan yudikatif yang mana komponen tersebut telah mempunyai fungsi
masing-masing. Komponen-komponen saling berhubungan satu dengan yang lain mengikuti
suatu pola dan tata norma tertentu.
Pada bab sebelumnya penulis juga sudah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan
sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun
republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan mewakili rakyat.6 Mahfud MK
mengemukakan bahwa sistem pemerintahan dapat juga dipahami sebagai suatu sistem hubungan
tata kerja antara lembaga -lembaga Negara .7
Penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem pemerintahan adalah pola pengaturan
hubungan antara lembaga Negara yang satu dengan lembaga negara yang lain atau bila
disederhanakan ialah hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hubungan itu
meliputi hubungan hukum, hubungan organisasi, hubungn kekuasaan maupun hubungan fungsi.8
Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara yang ijinnya dirumuskan
dalam undang-undang dasar suatu Negara atau dokumen-dokumen Negara resmi lainnya.
Dari penelusuran berbagai literatur hukum tata negara dan ilmu poltik, terdapat
perbedaan varian  sistem pemerintahan misalnya C. F. strong dalam buku “modern political
constitucion” membagi sistim pemerintahan kedalam kategori: parliamentary excekutive dan
5 M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Alumni, Bandung, 1975, hal. 23.
6 Harun Alrasyid dan Saldi Isra, loc. cit.
7 Moh. Mahfud MD dalam Ibid.
8Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal.
40.
parliamentary excekutive atau the fixed execkutive. 9Sama halnya dengan C.F strong, beberapa
pakar dan pengkaji hukum tatanegara Indonesia juga punya pandangan yang beragam mengenai
buruk sistem pemerintahan misalnya Jimly asshiddiqie membagi sistem pemerintahan menjadi 3
kategori, yaitu sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan parlementer dan
sistem campuran.10 Sri soemantri juga mengemukakakan 3 varian sistem pemerintahan, yaitu
sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan
campuran.11 Jika kita lihat pendapat Indrayana mengenai sistem pemerintahan akan kita temui
bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang lebih variatif lagi, yaitu sistem pemerintahan
parlementer, Presidensial, dan hibrid atau campuran, sistem kolegial, dan monarki.12
Jenis-jenis Sistem Pemerintahan
1. Sistem Parlementer
Sistem Parlementer yang merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan
antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya
pertanggungjawaban para Menteri terhadap Parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk
harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak di parlemen. Dengan
demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang di
kehendaki oleh parlrmen.13
a. Sistem Parlementer dengan Dua Partai
Sistem Parlementer dua partai, ketua partai politik yang memenangkan pemilu
sekaligus di tunjuk sebagai formatur kabinet, dan langsung sebagai perdana menteri.
Seluruh menteri dalam kabinet adalah mereka yang terpilih sebagai anggota
parlemen, dengan konsekuensi setelah diangkat mejadi menteri harus non aktif dalam
9 C. F. Strong dalam Saldi Isra, op. cit., hal.24.
10 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer,
Jakarta, 2007, hal. 31
11 Sry Soemantri dalam Saldi Isra, op. cit., hal. 25
12 Denny Indrayana dalam Saldi Isra, ibid.
13 Titik Triwulan, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara,  Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 98
parlemen (kabinet Parlementer). Karena partai politik yang menguasai kabinet adalah
sama dengan partai politik yang memegang mayoritas di parlemen.
b. Sistem Parlementer dengan Multi Partai
Sistem Parlementer multi partai, parlemen tidak satupun dari partai politik
yang mampu menguasai kursi secara mayoritas, maka pembentukan kabinet di sini
sering tidak lancar. Kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk
bertindak sebagai pembentuk kabinet/formatur. Dalam hal ini formatur harus
mengingat pertimbangan kekuatan di parlemen, sehingga setiap kabinet dibentuk
merupakan bentuk kabinet koalisi (gabungan dari beberapa partai politik).
Karena koalisi didasarkan pada kompromi, kadang-kadang terjadi setelah
kabinet berjalan, dukungan yang diberikan oleh salah satu partai politik ditarik
kembali dengan cara menarik menterinya (kabinet mengembalikan mandatnya kepada
kepala negara). Sehingga dalam sistem parlemen dengan multi partai sering terjadi
ketidakstabilan pemerintahan (sering penggantian kabinet). Misal, Republik
Indonesia tahun 1950-1959, di mana terjadi 7 kali pergantian kabinet.14
2. Sistem Presidensial
Pemerintahan Sistem presidensial suatu pemerintahan yang dimana kedudukan
eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain
kedudukan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.
Dalam sistem ini Presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai
kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet (dewan
14 Ibid
menteri).15 Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan
check and balance antar lembaga negara.
3. Sistem Quasi
Sitem pemerintahan Quasi pada hakekatnya merupakan bentuk varian sistem
pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebabkan
situasi kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila
dilihat dari kedua sistem pemerintahan di atas, sistem pemerintahan quasi bukan
merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk quasi parlementer dan
quasi presidensial.
Pada pemerintahan sitem quasi presidensial, Presiden merupakan kepala
pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet (ciri presidensial). Tetapi dia bertanggung
jawab kepada lembaga dimana dia bertanggung jawab, sehingga lembaga ini (legislatif)
dapat menjatuhkan presiden/ eksekutif (ciri sistem parlementer). Misal, sistem
pemerintahan Republik Indonesia.
Menurut penulis, pada sistem pemerintahan quasi parlementer, Presiden, Raja dan
Ratu adalah kepala negara yang tidak lebih hanya sebagai kepala simbol saja. Kekuatan
eksekutif adalah kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang
bertanggugjawab secara sendiri-sendiri atau bersama kepada parlemen (ciri parlementer)
sedangkan lembaga legislatifnya dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh
rakyat (ciri presidensial). Kedudukan sebagai kepala negara dipegang oleh presiden yang
dipilih secara langsung oleh rakyat, tetap juga ada kepala pemerintahan yang pimpin oleh
15 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok….,hal. 102
seorang perdana menteri yang didukung oleh parlemen sebagai seperti sistem
pemerintahan parlemen biasa.16
Walaupun terdapat banyak varian mengenai bentuk-bentuk sistem pemerintahan,
namun sistem pemerintahan yang dibahas dalam penelitian ini  dibatasi pada sistem
pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahn Presidensial. Karena secara umum
pilihan itu didasarkan pada pertimbanagn bahwa ketiga sistem pemerintahan tersebut
lebih banyak dipraktikkan jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya.
Bahkan dalam UUD 1945 sebelum perubahan dinilai mengandung unsur sistem
pemerintahan parelementer dan sistem pemerintahan Presidensial atau sistem
pemerintahan campuran. Disamping itu, jiak dihubungkan dengan perkembangan  sistem
ketatanegaraan Indonesia, semua konstitusi yang pernah ada dan termasuk yang kini
berlaku tidak pernah  memperlihatkan karakter sistem pemerintahan kolegial dan sistem
pemerintahan monarki.17
16 Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekertariat Jenderal  dan
kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, hal. 60
17 Ibid., hal. 25-26.
